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ABSTRACT 
 
EVALUASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT BAGI NASABAH BARU 
PADA PT. BPR SUKADANA SURAKARTA 
 
ADITYA BHAKTI PERSADA 
F 3306114 
 
 
In playing its role as the company running in service providing sector, PT. 
BPR Sukadana Surakarta closely relates to the credit issuance. The credit 
issuance is an important aspect in supporting the operational activity, so that PT. 
BPR Sukadana always held the money deposition and credit issuance to maintain 
its business solvability. 
The objective of writing is to evaluate the credit issuance system in the PT. 
BPR Sukadana Surakarta, particularly the credit issuance as well as the 
identification of such system’s strength and weakness. To evaluate the system, the 
writer conducted interview with the party involved directly in the process and 
direct observation on the credit issuance activity held. 
From the result of research conducted to PT. BPR Sukadana Surakarta, it 
can be concluded that the credit issuance system in PT. BPR Sukadana has been 
good in the term of providing the documents relevant to the credit issuance system 
and such documents has gotten authorization from the authorized parties. 
However, the absence of document number can inhibit the performance of 
matching the accounting data obtained. The procedure of credit issuance in PT. 
BPR Sukadana has been good enough and there is internal control aspect, it can 
be seen from the separation function in each division so that there is no division 
conducting the transaction of credit issuance from the start to the end. Based on 
such weakness, the writer recommends that the credit issuance system the PT. 
BPR Sukadana Surakarta uses is expected to be better.  
 
Keyword: Sistem Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pemberian 
Kredit, dan PT. BPR Sukadana 
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BAB I                                                                                                                                                                                                                                                           
PENDAHULUAN 
 
A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Pada tanggal 1 November 1954, berdiri sebuah bank yang bernama Bank 
Suhada NV. Latar belakang pendirian bank tersebut adalah karena dilarang 
beroperasinya pegadaian swasta oleh pemerintah. Pengusaha pegadaian swasta 
banyak kehilangan mata pencaharian. 
Atas perkara beberapa orang pengusaha pegadaian swasta, maka dibentuk 
usaha perkreditan baru dalam bentuk bank, maka lahirlah Bank Suhada NV. 
Bank inilah menjadi cikal bakal PT. Bank Perkreditan Rakyat Sukadana. Para 
pemrakarsa tersebut adalah: 
1. R. Ng Parikrangkungan, 
2. Hari Susanto, 
3. R. Ng Sardjoe Prawiro Sastro, 
4. H. M. Anwar Sodik, 
5. R. Ng Prodjo Hardjono, dengan Bp Kartowirjono sebagai penulis. 
Modal pertama adalah dalam bentuk uang didapat dari hasil penjualan 
saham-saham sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan modal 
disetor sebesar  Rp 200.000,00. Kantor pertama kali di Jalan Karengan no 42 
 xiii 
Kampung Sewu. Sampai awal tahun 1955 telah dibuka kantor-kantor cabang di 
beberapa tempat, yaitu: 
1. Cabang Manahan, 
2. Cabang Kepatihan, 
3. Cabang Kampung Sewu, 
4. Cabang Bayat, Klaten, 
5. Cabang Laweyan, 
6. Cabang Reksoniten. 
Sedangkan kantor pusat dipindahkan dari Kampung Sewu ke jalan 
Secoyudan 23 mulai 1 Januari 1955. Pada tanggal 10 Juni 1955 sebagai 
keputusan sidang ke 22 modal disetor dinaikan dari Rp 200.000,00 menjadi Rp 
1.000.000,00. Dengan demikian maka semua modal bank telah disetor penuh. 
Untuk menanggapi peraturan pemerintah no 1 Tahun 1955 ditetapkan antara 
lain bahwa modal bank statuair paling sedikit harus Rp 2.500.000,00 maka 
pada tanggal 29 Januari 1955 diadakan pertemuan antara bank untuk 
membicarakan peraturan tersebut, sekaligus kemungkinan merger. Pertemuan 
tersebut dihadiri : 
1. Bank Umum Suhada NV. 
2. Bank Manfaat NV. 
3. Bank Umum Dana Mulya NV. 
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4. Bank Bumi NV. 
5. Bank Pembangunan NV. 
6. Bank Lingga Harta NV. 
Kemudian pada tanggal  4 Maret 1956 diadakan pertemuan yang 
memutuskan membentuk panitia Ad Hoc dan bertugas merencanakan 
peraturan-peraturan penggabungan bank, tapi dalam  rapat persero Bank 
Suhada NV ke III tanggal 11 Juli 1956 diputuskan untuk menambah modal 
sendiri, dengan demikian Bank Suhada NV tidak menggabungkan diri dengan 
bank-bank tersebut. 
Pada masa itu merupakan masa-masa sulit untuk mendapatkan dana dari 
pihak ketiga dalam bentuk tabungan ataupun simpanan lain dan hanya modal 
sendiri saja yang dapat diedarkan pada masyarakat atau untuk menyalurkan 
kredit pada masyarakat hanya modal sendiri yang digunakan. Untuk menambah 
aktivitas bank diusahakan meminta kredit pada pemerintah, sedangkan 
permohonan  mendirikan cabang baru dengan syarat membeli saham minimum 
Rp 25.000.000,00. 
Dalam perkembangan selanjutnya, Bank umum Suhada NV berusaha 
untuk mempunyai gedung sendiri untuk digunakan sebagai kantor pusat. Pada 
tanggal 4 Februari 1957 Bank Umum Suhada NV berhasil membeli sebuah 
gedung milik Tuan Salim di Jl. Slamet Riyadi 222. Penandatanganan jual beli 
dilakukan di depan notaris R. Sugondo Notodisuryo, gedung ini dipergunakan 
sejak 9 Februari 1957. 
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Lima tahun kemudian, Bank Suhada telah mampu membuka 30 anak 
cabang, namun operasional bank termasuk anak cabangnya belum sesuai 
dengan ketentuan sebuah bank umum. Dengan itu muncul usulan untuk 
mengubah status Bank menjadi Bank selain Bank Umum. Usulan ini diterima 
oleh para pengurus, karena masalah bentuk bukanlah hal prinsip, yang jelas 
misi Bank Suhada  tetap, yaitu bergerak dilapangan perkreditan dan 
menghilangkan lintah darat. 
Akhir tahun 1959 pemerintah yang sebelumnya tidak mengatur tentang 
bentuk-bentuk bank, mulai mengeluarkan peraturan tentang bentuk bank yang 
dalam pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia. Para pengurus 
secepatnya mengadakan pertemuan untuk membahas tentang hal ini. 
Pertemuan tersebut menetapkan berubahnya bentuk bank, dari bank umum 
menjadi PT. BPR sekaligus mengubah dari Suhada menjadi SUKADANA. 
Perubahan tersebut diputuskan pada rapat persero pada tanggal 15 Juli 1960 
dan diikuti dengan keputusan rapat pemegang persero berikutnya tanggal 4 
Maret 1961. Perubahan bentuk PT. BPR SUKADANA disahkan oleh Menteri 
Kehakiman pada tanggal 1 Desember 1982 No : c2-2801.HT.01.04.TH.82 dan 
ditetapkan oleh menteri Keuangan pada tanggal 19 April 1961. No.BUM 
9.2.27. 
Tahun 60-an bukanlah tahun yang menggembirakan bagi industri 
perbankan Indonesia. Situasi politik makin memburuk, dinamika kehidupan 
perbankan Indonesia ikut memburuk. Inflasi terjadi sangat tinggi. Kurs rupiah 
mengalami perubahan berkali-kali, hal ini mengganggu kestabilan bank 
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terutama disisi simpanan yang mengalami banyak penyusutan. Situasi ini 
mencapai puncaknya kala terjadi pemotongan nilai rupiah dengan keputusan 
Presiden RI no 27/tahun 1956. Nilai Rp 1.000,00 uang lama menjadi Rp 1,00 
uang baru. Modal bank yang semula Rp 2.500.000,00 uang lama menyusut 
menjadi Rp 2.500,00 uang baru, yang tidak layak sebagai modal suatu bank. 
Rapat persero tanggal 28 April 1968 memutuskan untuk menambah modal 
menjadi Rp 500.000,00 uang baru. Sementara situasi perbankan belum 
menggembirakan sampai tahun 1973, bank mengalami kemajuan-kemajuan. 
Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan makin bertumbuh, jumlah 
tabungan dan deposito makin meningkat. Pembinaan-pembinaan yang 
dilakukan kepada nasabah dilakukan dengan sabar dan tekun mengakibatkan 
efek yang positif terhadap jumlah simpanan dan kelancaran perputaran uang. 
Modal yang hanya Rp 500.000,00 mampu diputar sampai tahun 1977 dan pada 
tahun 1979 modal ditingkatkan lagi menjadi Rp 100.000,00 
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DIREKSI 
 xvii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1 
Struktur Organisasi PT. BPR Sukadana 
C. DESKRIPSI TUGAS 
1. DIREKSI 
a. Menyusun program kerja PT. Bank Perkreditan Rakyat Sukadana agar 
pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. 
b. Menetapkan standar pemberian pinjaman dan mengkoordinasi kegiatan 
penyaluran pinjaman agar besar uang pinjaman yang diberikan sesuai 
dengan ketentuan. 
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c. Mengkoordinasi pengamanan pengembalian uang pinjaman, pendapatan 
bunga dan usaha lainnya seseuai dengan ketentuan yang berlaku dalam 
rangka pengembalian uang perusahaan. 
d. Menetapkan dan mengkoordinasi kegiatan penerimaan tabungan dan 
deposito agar penerimaan dana dari masyarakat sesuai dengan ketentuan. 
e. Menetapkan dan mengkoordinasi pembayaran tabungan deposito beserta 
bunganya agar pembayaran dana masyarakat sesuai dengan ketentuan. 
f. Mengkoordinasi penyelenggaraan pembukuan semua transaksi keuangan 
dan barang jaminan serta memelihara dan merawat kekayaan perusahaan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mengamankan asset 
perusahaan. 
g. Menkoordinasi pengelolaan kas dan giro serta modal kerja sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku agar modal perusahaan dapat dimanfaatkan 
secara berdaya guna dan berhasil guna. 
 
2. SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI) 
a. Mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan pemeriksaan atas 
pelaksanaan kebijaksanaan direksi dan pelaporannya. 
b. Memberikan pertimbangan penyelesaian kasus yang berakibat adanya 
tindakan disiplin. 
c. Membantu kegiatan kantor dalam penyusunan laporan dan tindak lanjut 
hasil temuan pemeriksa ekstern. 
d. Menyusunan program dan jadwal pemeriksaan. 
 xix 
e. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional, kepegawaian, 
keuangan, tata usaha dan kegiatan umum lain sesuai dengan pedoman 
dan prosedur pemeriksaan. 
f.  Melakukan pemeriksaan lain berdasar instruksi direksi. 
g. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan usul tindak lanjut. 
3. MANAGER OPERASIONAL 
a. Menyusun program kerja bagian operasional agar pelaksanaannya 
berjalan lancar. 
b. Mengkoordinasi pemberian pinjaman sesuai dengan ketentuan. 
c. Mengkoordinasi pengamanan pengembalian uang pinjaman, pendapatan, 
bunga dan usaha lainnya sesuai dengan yang berlaku dalam rangka 
pengembalian uang. 
d. Menetapkan dan mengkoordinasi kegiatan penerimaan tabungan dan 
deposito agar penerimaan dana dari masyarakat berjalan sesuai dengan 
ketentuan. 
e. Menetapkan dan mengkoordinasi pembayaran tabungan dan deposito 
beserta bunganya agar pembayaran dana dari masyarakat berjalan sesuai 
dengan ketentuan. 
f.   Meminta laporan pelaksanaan tugas bagian tabungan. 
g.  Meminta laporan pelaksanaan tugas bagian kredit. 
4. BAGIAN TABUNGAN DAN DEPOSITO 
a. Menyiapkan sarana kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar 
pelayanan nasabah berjalan lancar. 
 xx 
b. Memberi pelayanan pada nasabah baru sehubungan dengan jasa 
penyimpanan uang (tabungan). 
c. Memberikan pelayanan pada nasabah baru sehubungan dengan 
pembukuan rekening deposito. 
d. Memberikan pelayanan pada nasabah sehubungan dengan penarikan 
uang tabungan. 
e. Memberikan pelayanan pada nasabah sehubungan dengan penarikan 
deposito yang telah jatuh tempo. 
f. Melakukan penghitungan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
dan menuliskan pada dokumen mutasi tabungan (untuk tabungan) serta 
menghitung bunga deposito dan menuliskan pada dokumen mutasi 
tabungan (rekening khusus yang dibuka untuk menampung bunga 
deposito yang belum diambil oleh nasabah). 
5. BAGIAN KREDIT 
a) TAKSASI 
a. Mempersiapkan sarana kerja sesuai dengan ketentuan agar pemberian 
kredit berjalan lancar. 
b. Memberikan pelayanan pada nasabah sehubungan dengan pemberian 
kredit dengan barang jaminan. 
c. Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan sesuai ketentuan 
dalam rangka keamanan barang jaminan. 
b) BAGIAN PELAYANAN KREDIT 
 xxi 
a. Menghitung jumlah uang yang harus dibayar oleh nasabah yang akan 
melunasi pinjaman. 
b. Menghitung jumah uang yang harus dibayar oleh nasabah yang akan 
mengangsur pinjaman. 
c. Membuat bukti penerimaan yang memuat jumlah pokok pinjaman dan 
bunga yang harus dibayar oleh nasabah, apabila nasabah akan 
mengangsur pinjaman. 
d. Mencatat pelunasan/ angsuran yang dilakukan oleh nasabah pada buku 
pembantu pelunasan kredit. 
e. Memberikan bukti kredit nasabah, bukti penerimaan pada kasir untuk 
menerima uang setoran dari nasabah sebesar bukti penerimaan. 
 
c) BAGIAN GUDANG BARANG JAMINAN 
a. Memeriksa keadaan brankas dan gudang penyimpanan barang jaminan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin keamanan dan 
keutuhan barang jaminan. 
b. Menerima barang jaminan dari taksasi sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku untuk disimpan dalam brankas/ gudang. 
c. Mengeluarkan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan lain-lain sesuai 
dengan ketentuan. 
d. Merawat dan memelihara barang jaminan dalam keadaan baik dan 
aman. 
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e. Membuat dan mengisi daftar rincian barang jaminan yang ada. 
6. MANAJER KEUANGAN 
a. Mengkoordinasi penyelenggaraan pembukuan semua transaksi keuangan. 
b. Mengkoordinasikan pengelolaan kas dan giro serta modal kerja sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku agar modal perusahaan dapat 
dimanfaatkan secara berdaya guna dan hasil guna. 
7. BAGIAN AKUNTANSI 
a. Menetapkan anggaran dan pembelanjaan perusahaan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku menyelenggarakan verifikasi data dari pihak-
pihak terkait. 
b. Menyusun laporan keuangan tiap periode tahun berjalan. 
8. KASIR 
a. Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan  
yang berlaku. 
b. Melakukan penerimaan uang pelunasan kredit dan cicilan uang 
pinjaman. 
c. Melakukan pembayaran uang pinjaman kepada nasabah. 
d. Melakukan penerimaan uang tabungan dan deposito. 
e. Melakukan pengeluaran uang tabungan atau uang deposito yang sudah 
jatuh tempo. 
f. Melakukan pembayaran retribusi, biaya operasional dan biaya lain-lain 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
 xxiii 
g. Mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran kas yang 
ditunjang dengan bukti penerimaan dan pengeluaran kas. 
9. MANAJER UMUM DAN PERSONALIA 
a. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tata usaha dan pelaporan kegiatan 
operasional sesuai dengan ketentuan. 
b. Melakukan kegiatan promosi dalam rangka memasarkan produk 
perusahaan. 
c. Mewakili kepentingan perusahaan dalam rangka memelihara hubungan 
baik dengan pihak luar. 
d. Mengkoordinasikan tugas dan mendelegasikan wewenang operasional 
kepada bawahan agar kegiatan operasional maupun non operasional 
berjalan lancar selama perusahaan masih berdiri. 
10. BAGIAN UMUM DAN PERSONALIA 
a. Menyelenggarakan pengurusan kebutuhan perlengkapan kantor, 
memelihara dan merawat kekayaan perusahaan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, dalam rangka menunjang kelancaran operasional 
perusahaan. 
b. Menyelenggarakan urusan tata usaha sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku agar tercapai tertib administrasi. 
c. Menyelenggarakan laporan perkembangan dan statistik perusahaan 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
d. Membuat setoran pajak. 
 xxiv 
e. Menyelenggarakan pembayaran gaji kesejahteraan, retribusi, serta 
pembayaran lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka 
melaksanakan kewajiban perusahaan. 
f.   Mengkoordinasi pembinaan pegawai. 
 
 
 
 
 
D. LATAR BELAKANG MASALAH 
Bank merupakan sebuah  lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat. 
Harapan untuk bank-bank yang masih beroperasi adalah memberikan 
pelayanan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jasa yang diberikan 
oleh bank misalnya tempat peminjaman uang (kredit), penyimpanan uang 
(deposito dan tabungan) atau jasa yang lain seperti transfer uang. 
Biasanya para pengusaha dan wiraswasta dalam mengembangkan 
usahanya pasti akan meminjam uang dari bank. Mereka harus pintar-pintar 
memilih bank yang akan dijadikan mitra kerja. Dalam hal ini pengusaha 
memilih bank yang memberikan pinjaman dengan mudah dan cepat serta 
bunga yang ringan. Jika bank memberikan apa yang diinginkan oleh calon 
peminjam secara otomatis keuntungan semakin besar. 
Tujuan yang diinginkan oleh sebuah bank untuk memperluas usahanya 
harus melakukan kerjasama dengan para peminjam atau calon peminjam. 
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Untuk mengantisipasi persaingan dalam dunia perbankan hendaknya memiliki 
sistem kerja yang bagus dalam pengolahan data. Untuk itu penulis berusaha 
memberikan suatu EVALUSASI SISTEM PEMBERIAN KREDIT BAGI 
NASABAH BARU PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT 
SUKADANA SURAKARTA yang mungkin dapat membantu alur kerja yang 
ada. 
 
 
E. PERUMUSAN MASALAH 
Dalam pokok bahasan ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas 
agar mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun permasalahan yang diambil 
oleh penulis adalah  Evaluasi Sistem Pemberian Kredit Bagi Nasabah Baru 
Pada  PT. BPR Sukadana Surakarta antara lain: 
1. Bagaimanakah sistem pemberian kredit pada PT. BPR Sukadana? 
2. Apakah kelebihan dan kelemahan dari sistem pemberian kredit pada PT. 
BPR Sukadana? 
 
F. TUJUAN PENELITIAN 
Di dalam melakukan penelitian tentunya penulis memiliki arah tujuan 
yang dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan penelitian. Tujuan 
diadakannya penelitian antara lain : 
1. Mengetahui bagamainakah sistem yang berjalan (mengenai sistem 
perkreditan) pada PT. BPR Sukadana. 
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2. Untuk mengevalusi sistem pemberian kredit pada PT. BPR Sukadana. 
 
 
 
 
 
G. MANFAAT PENELITIAN  
Penelitian yang dilakukan pastilah memiliki manfaat bagi semua pihak, 
baik bagi penulis, pembaca, maupun bagi pihak bank sebagai obyeknya. 
Manfaat penelitian bagi penulis: 
1. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam dunia perbankan. 
2. Melatih diri dalam menerapkan teori-teori yang telah diberikan selama 
belajar di D3 UNS Akuntansi Keuangan.  
Manfaat penelitian bagi pihak bank: 
1. Sebagai bahan masukan serta sebagai bahan referensi bagi perusahaan. 
Manfaat penelitian bagi pembaca: 
1. Menambah pengetahuan dan wawasan dalam dunia perbankan. 
2. Dapat dijadikan study banding. 
 
H. METODE PENELITIAN 
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Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan keterangan-keterangan 
mengenai berbagai hal yang erat hubungannya dengan PT. BPR Sukadana 
penulis berusaha menggunakan beberapa metode yang mungkin dapat 
membantu  dalam  penulisan Tugas Akhir ini.  
Adapun metode-metode tersebut adalah: 
 
1. Penentuan Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian PT. BPR Sukadana yang dilakukan penulis berada di  
Jalan Slamet Riyadi No. 276 Solo. 
2. Sumber Data 
Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu: 
a. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). 
b. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 
secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat 
oleh pihak lain). 
3. Interview (wawancara) 
Dalam metode ini dilakukan pengambilan data dengan melakukan 
tanya jawab secara langsung dengan yang terkait dengan permasalahan 
yang berkaitan dengan penyusunan Tugas Akhir ini. 
4. Observasi (pengamatan) 
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Suatu cara memperoleh data dengan melihat langsung, 
mempelajari sistem kerja yang telah ada, sehingga lebih memahami dan 
dapat mempelajari permasalahan dengan baik. 
5. Study Pustaka 
Suatu usaha memperoleh data dari buku ataupun dari perpustakaan 
lain yang ada dan data-data yang diperoleh digunakan sebagai landasan 
teori dalam pembahasan dan penyusunan. 
 
BAB II 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Bank 
a. Pengertian Bank 
Menurut undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tanggal 25 
Maret 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah 
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 
b. Jenis Bank 
Setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 maka 
jenis perbankan terdiri dari: 
1) Bank Umum 
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Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam 
lalu lintas pembayaran yang wilayah operasinya dapat dilakukan di 
seluruh wilayah.  
2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
Bank perkreditan rakyat adalah bank yang kegiatannya 
menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, 
tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan yang 
wilayah operasinya sangat terbatas. 
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat 
adalah sebagai berikut ini. 
1) Menghimpun dana dalam bentuk sebagai berikut: 
a) Simpanan Tabungan. 
b) Simpanan Deposito. 
2) Menyalurkan dana dalam bentuk sebagai berikut: 
a) Kredit Investasi. 
b) Kredit Modal Kerja. 
c) Kredit Perdagangan. 
3) Larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut: 
a) Menerima simpanan giro. 
b) Mengikuti kliring. 
c) Melakukan kegiatan valuta asing. 
d) Melakukan kegiatan perasuransian. 
2. Kredit 
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a. Pengertian Kredit 
Menurut Muljono (93:9-10) pengertian kredit itu sendiri 
mempunyai dimensi yang beraneka ragam, di mulai dari arti kata 
“kredit” yang berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti 
“kepercayaan” atau dalam bahasa latin “Creditum” yang berarti 
kepercayaan akan kebenaran. Dalam praktik sehari-hari pengertian ini 
selanjutnya berkembang lebih luas lagi antara lain: 
1) Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian 
atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji 
pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang 
disepakati. 
2) Sedangkan arti kredit yang telah dirumuskan dalam Bab I, pasal 1, 2 
Undang-undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967 adalah 
penyedian uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara Bank dengan lain 
pihak dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang 
telah ditentukan. 
b. Prinsip-prinsip Perkreditan 
Menurut Muljono (93:11-18) untuk dapat melaksanakan kegiatan 
perkreditan secara sehat telah dikenal adanya prinsip 5C atau juga ada 
yang menyebutnya sebagai prinsip 6C adalah sebagai berikut: 
1) Character 
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Adanya keyakinan dari pihak bank bahwa peminjam 
mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan 
kooperatif dan mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam 
kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota 
masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. 
2) Capacity 
          Suatu penilaian kepada calon nasabah baru mengenai 
kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang 
dilakukan atau yang akan dilakukan oleh peminjam dengan biaya 
kredit dari Bank. 
3) Capital 
Jumlah dana/ modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah 
baru. Semakin kaya peminjam maka akan semakin dipercaya dan 
akan mudah memperoleh kredit. 
4) Collateral 
Merupakan barang-barang jaminan yang diserahkan oleh 
peminjam/ nasabah baru sebagai jaminan atas kredit yang 
diterimanya. 
5) Condition 
Situasi kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain 
yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun 
untuk suatu kurun waktu tertentu yang memungkinkan akan 
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mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh 
kredit.  
6) Constraint 
Batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan seseorang 
melakukan usaha di suatu tempat. 
Menurut Kasmir (98:91-93) disamping menggunakan 5C atau 6C, maka 
penilaian suatu kredit layak atau tidak yang dinamakan studi kelayakan 
usaha untuk diberikan  dalam proyek yang bernilai besar dan berjangka 
waktu panjang adalah sebagai berkut: 
1) Aspek Yuridis 
Masalah legalitas badan usaha serta izin yang dimiliki perusahaan 
yang mengajukan kredit. 
2) Aspek Pemasaran 
Permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan yang 
akan datang dengan melihat bagaimana prospek usaha tersebut.  
3) Aspek Keuangan 
Menilai sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai 
usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. 
4) Aspek Teknis/ Operasi 
Masalah yang berkaitan dengan produk seperti kapasitas mesin yang 
digunakan, masalah lokasi dan lay out ruangan dan mesin-mesin 
termasuk jenis mesin yang digunakan. 
5) Aspek Manajemen 
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Menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang 
dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. 
6) Aspek Sosial Ekonomi 
Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat 
umum. 
7) Aspek Amdal 
Menganalisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara jika 
proyek atau usaha tersebut dijalankan. 
c. Manfaat Perkreditan 
Manfaat menurut Muljono (93:58-72) adalah sebagai berikut: 
1) Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Sudut Kepentingan Nasabah baru 
Beberapa keuntungan pemenuhan sumber-sumber dana dari 
sektor perkreditan adalah sebagai berikut: 
a) Telah adanya lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang 
menawarkan jasanya di bidang penyediaan dana. 
b) Dengan fasilitas kredit memungkinkan para nasabah baru untuk 
memperluas dan mengembangkan usahanya dengan lebih 
leluasa. 
c) Terdapat berbagai jenis kredit, berbagai bentuk penawaran 
modal (dana) hingga dapat dipilih dana yang paling cocok untuk 
kebutuhan modal perusahaan. 
2) Manfaat Perkreditan Ditinjau Dari Sudut Kepentingan Perbankan 
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Dalam melaksanakan fungsinya sebagai perantara keuangan 
ini bank akan memperoleh manfaat antara lain: 
a) Memperoleh pendapatan bunga kredit. 
b) Untuk menjaga solvabilitas usahanya. 
c) Dengan memberikan kredit akan membantu memasarkan jasa 
perbankan lain dan mempertahankan serta mengembangkan 
usaha bank tersebut. 
3) Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Sudut Kepentingan Pemerintah 
Kepentingan pemerintah secara lebih spesifik terhadap 
kegiatan perkreditan diuraikan sebagai berkut: 
a) Perkreditan dapat digunakan sebagai alat memacu pertumbuhan 
ekonomi. 
b) Sebagai alat untuk mengendalikan kegiatan moneter. 
c) Perkreditan sebagai sumber pendapatan negara. 
4) Manfaat Perkreditan Ditinjau dari Sudut Kepentingan Masyarakat 
Luas 
Kepentingan secara tidak langsung yang disalurkan oleh 
perbankan antara lain: 
a) Dengan adanya kelancaran dari proses perkreditan diharapkan 
akan diperoleh adanya pertumbuhan ekonomi, membuka 
lapangan kerja baru yang akan meningkatkan tingkat 
pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. 
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b) Dengan dibukanya atau didirikannya perusahaan baru akan 
menimbulkan tumbuhnya usaha-usaha lain yang mempunyai 
kaitan erat dengan perusahaan tersebut. 
 
 
3. Sistem Akuntansi 
a. Pengertian Sistem Akuntansi 
Sistem akuntansi adalah organisasi fomulir, catatan, dan laporan 
yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi 
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen yang memudahkan 
pengelolaan perusahaan (Mulyadi, 2001:3). 
Sistem akuntansi menurut baridwan (1979:1) adalah formulir-
formulir, buku-buku, catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang 
digunakan untuk mengolah data yang berhubungan dengan tujuan 
menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang 
diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi 
pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menilai hasil laporan 
perusahaan.  
b. Unsur Sistem Akuntansi 
Unsur-unsur sistem akuntansi menurut Mulyadi (2001:3) 
1) Formulir 
Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 
terjadinya transaksi. Formulir ini disebut dengan istilah dokumen. 
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2) Jurnal 
Merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan 
untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan. 
Sumber pencatatan dalam jurnal ini adalah formulir. 
 
3) Buku Besar 
Terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 
meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam 
jurnal. Rekening-rekening dalam Buku Besar ini disediakan sesuai 
dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan 
keuangan. 
4) Buku Pembantu 
Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu 
yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening-
rekening tertentu dalam Buku Kas. 
5) Laporan 
Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan 
yang dapat berupa neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan 
modal, laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok 
penjualan, laporan biaya pemasaran, dan daftar umur piutang. 
c. Tujuan Sistem Akuntansi 
Tujuan umum dari pengembangan sistem akuntansi menurut 
Mulyadi (2001:19) adalah sebagai berikut ini. 
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1) Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru. 
2) Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang 
sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun 
struktur informasinya. 
3) Untuk memperbaiki pengendalian dokumen dan pengendalian 
intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (reliability) 
informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap 
mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan 
perusahaan. 
4) Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan 
akuntansi. 
4. Sistem Pengendalian Intern 
a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern 
Sistem pengendalian intern merupakan bagian dari sistem. Dalam 
perancangan berbagai sistem akuntansi untuk menangani kegiatan 
pokok perusahaan harus dimasukan unsur-unsur pengendalian intern 
didalamnya. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, 
metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan 
perusahaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 
mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 
2001:163). 
b. Unsur Sistem Pengendalian Intern 
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Menurut Mulyadi (2001:164) unsur pokok sistem pengendalian 
intern adalah sebagai berikut ini. 
1) Struktur organisasi yang memisahkan fungsi dan tanggung jawab 
secara tegas. 
2) Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang memberikan 
perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 
biaya. 
3) Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 
organisasi. 
4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
 
B. PEMBAHASAN 
 
1. Sistem Pemberian Kredit Bagi Nasabah Baru  
Pada sistem pemberian kredit bagi nasabah baru pada PT. BPR Sukadana 
dapat dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan sistem akuntansi yang 
terdiri atas fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, jaringan prosedur 
yang membentuk sistem, unsur sistem pengendalian intern, dan bagan alir 
dokumen (flowchart). 
a. Syarat yang harus dipenuhi calon nasabah  dalam mengajukan kredit 
pada PT. BPR Sukadana adalah sebagai berikut ini. 
a) Foto copy Sertifikat 
b) Foto copy BPKB/ STNK 
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c) Foto copy KTP pemohon dan KTP suami /istri 
d) Foto copy KK 
e) Foto copy Akta nikah 
f) Rekening listrik/ PAM/ Telepon 
g) Slip gaji 
h) PBB  
b. Fungsi yang Terkait 
Fungsi yang terkait yang membentuk sistem pemberian kredit pada 
PT.BPR Sukadana adalah sebagai berikut ini. 
1) Seksi Pelayanan Kredit 
Dalam sistem pemberian kredit pada PT. BPR Sukadana, seksi 
pelayanan kredit bertugas sebagai berikut ini. 
a) Menjelaskan tata cara dan syarat-syarat permohonan kredit kepada 
calon nasabah baru. 
b) Meminta calon nasabah baru untuk mengisi Surat Permohonan 
Kredit (SPK). 
c) Menerima kembali Surat Permohonan Kredit yang telah 
ditandatangani calon nasabah baru beserta syarat-syarat kredit 
dalam pengajuan kredit. 
d) Memberitahukan kepada calon nasabah baru mengenai pencairan 
kredit. 
e) Membuat perjanjian kredit atas permohonan kredit. 
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f) Memberikan pelayanan permohonan kredit kepada calon nasabah 
baru. 
g) Membuat Bukti Penerimaan Biaya Kredit (BPBK), Tanda Terima 
Uang Pinjaman (TTUP), Bukti Kas Keluar (BKK) dan Bukti Kas 
Masuk (BKM). 
h) Otorisasi  Tanda Terima Uang Pinjaman (TTUP). 
i) Menyimpan TTB, dok. syarat, PHP 1, PPHB 1, SPH & SKM 1. 
2) Taksasi 
Dalam sistem pemberian kredit pada PT. BPR Sukadana, bagian 
taksasi mempunyai tugas sebagai berikut ini. 
a) Memeriksa barang jaminan yang digunakan. 
b) Meneliti dan menguji barang yang akan jadi jaminan dari nasabah 
baru. 
c) Membuat kesimpulan dari hasil peninjauan dan analisis dengan 
menentukan besarnya pinjaman yang diberikan. 
d) Melengkapi SPK dengan jumlah kredit yang diberikan. 
e) Melaporkan hasil analisis tersebut kepada direksi. 
3) Direksi 
Dalam sistem pemberian kredit pada PT. BPR Sukadana, direksi 
mempunyai tugas sebagai berikut ini. 
a) Memberikan persetujuan melaksanakan peminjaman dan analisis 
kredit ke tempat calon nasabah baru. 
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b) Memberikan persetujuan Surat Permohonan Kredit yang diajukan 
calon nasabah baru dengan menandatangani SPK. 
c) Mengotorisasi BPBK, BKK, BKM, dan semua dokumen perjanjian 
kredit. 
 
 
4) Kasir 
Dalam sistem pemberian kredit pada PT. BPR Sukadana, bagian kasir 
mempunyai tugas sebagai berikut ini. 
a) Menerima dan meneliti kelengkapan bukti kredit. 
b) Memvalidasi bukti kredit dan mencairkan uang pinjaman sesuai 
dengan jumlah yang tertera pada bukti kredit. 
c) Mencatat data pengeluaran kredit pada buku rekapitulasi 
pengeluaran kas. 
5) Akuntansi 
Dalam sistem pemberian kredit pada PT. BPR Sukadana, bagian 
akuntansi mempunyai tugas sebagai berkut ini. 
a) Menerima dan memeriksa BPBK, BKK, dan BKM 
b) Mencatat transaksi pencairan kredit pada Jurnal Kas Keluar (JKK) 
c) Mencatat BPBK dan BKM pada pencairan dalam Jurnal Kas 
Masuk 
d) Mengarsip BPBK, BKM, dan BKK 
c. Dokumen Yang Digunakan 
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Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit bagi 
nasabah baru pada PT. BPR Sukadana adalah sebagai berikut ini. 
1. Surat Permohonan Kredit atau SPK (1 lembar) 
Surat permohonan ini disediakan oleh PT. BPR Sukadana untuk 
calon nasabah baru yang ingin mengajukan fasilitas kredit. Dokumen 
ini diotorisasi oleh direksi, tanda tangan taksasi dan tanda tangan 
pemohon yang bersangakutan. Lembar ini disimpan oleh seksi 
pelayanan  kredit. 
2. Perjanjian Hutang Piutang atau PHP (2 lembar) 
Dokumen ini memuat perjanjian kredit antara nasabah baru 
dengan pihak PT. BPR Sukadana dan daftar barang-barang yang 
diserahkan untuk dijadikan jaminan pinjaman. Dalam perjanjian 
hutang piutang ini sekaligus terdapat surat kuasa dari nasabah untuk 
melunasi pinjaman, menerima barang tanggungan pinjam, 
menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan tersebut di 
atas. Dokumen ini berfungsi sebagai kartu angsuran yang berisi 
catatan pembayaran pokok pinjaman atau bunga dan lain-lain. 
Lembar 1 disimpan oleh seksi pelayanan kredit, lembar 2 diberikan 
kepada nasabah baru. 
3. Perjanjian Penyerahan Hak atas Barang atau PPHB (2 lembar) 
Dokumen ini memuat perjanjian kredit antara nasabah baru 
dengan pihak PT. BPR Sukadana sehubungan dengan penyerahan hak 
atas barang yang dijaminkan, sedangkan barang jaminan tetap 
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digunakan oleh nasabah baru. Lembar 1 disimpan oleh seksi 
pelayanan kredit, lembar 2 diberikan kepada nasabah baru.  
4. Surat Pengakuan Hutang & Surat Kuasa Menjual atau SPH & SKM 
(3 lembar) 
Dokumen ini merupakan surat kuasa untuk menjual atau 
mengoperkan barang atau hak yang dijaminkan apabila calon nasabah 
baru tidak dapat melunasi pokok hutang dan bunganya. Lembar 1 
disimpan oleh seksi pelayanan kredit, lembar 2 diberikan kepada 
notaris, lembar 3 diberikan kepada nasabah. 
5. Tanda Terima Barang atau TTB (1 lembar) 
Dokumen ini digunakan untuk mencatat barang yang dijaminkan 
oleh nasabah baru kepada PT. BPR Sukadan. Dokumen ini disertai 
dengan barang-barang bergerak apabila jaminan secara gadai ( barang 
disimpan di bank sampai kredit lunas), apabila jaminan berupa 
barang-barang tidak bergerak hanya surat sah kepemilikan jaminan. 
Lembar ini disimpan oleh seksi pelayanan kredit. 
6. Tanda Terima Uang Pinjaman atau TTUP (1 lembar) 
Dokumen ini memuat pinjaman, bunga perbulan, dan biaya-biaya 
kredit. Dokumen ini diotorisasi oleh seksi pelayanan kredit dan 
validasi oleh bagian kasir. Lembar ini diberikan bagi nasabah 
7. Bukti Penerimaan Biaya Kredit atau BPBK (1 lembar) 
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Dokumen ini memuat biaya pencairan  kredit  yang harus diterima 
kasir dari nasabah. Dokumen ini diotorisasi oleh direksi. Lembar ini 
diberikan ke bagian akuntansi. 
8. Bukti Kas Keluar atau BKK (1 lembar) 
Dokumen ini memuat tentang jumlah nominal kredit yang dicairkan. 
Dokumen ini diotorisasi oleh direksi dan bagian kasir. Lembar ini 
diberikan ke bagian akuntansi. 
 
9. Bukti Kas Masuk atau BKM (1 lembar) 
Dokumen ini memuat bukti penerimaan uang dari nasabah, baik 
setoran angsuran pinjaman maupun penerimaan lain (penerimaan 
untuk pembelian materai). Dokumen ini diotorisasikan oleh direksi 
dan bagian kasir. Lembar ini diberikan ke bagian akuntansi. 
10. Laporan Pemeriksaan Kredit atau LPK (1 lembar) 
Dokumen ini berisi tentang penilaian barang jaminan dari nasabah 
baru yang dilakukan oleh bagian taksasi. Lembar ini diberikan ke 
seksi pelayanan kredit. 
11. Dokumen Syarat 
Dokumen ini adalah dokumen yang terdiri atas kelengkapan syarat-
syarat yang harus dpenuhi oleh calon nasabah baru dalam pengajuan 
kredit dan berupa surat keterangan dari kepala desa apabila jaminan 
berupa surat tanah yang memberikan keterangan bahwa tanah yang 
dijaminkan tidak dalam sengketa dan disewa. 
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d. Catatan Akuntansi yang Digunakan 
Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan dalam sistem 
pemberian kredit bagi nasabah baru pada PT. BPR Sukadana adalah 
sebagai berikut ini. 
1. Buku Besar 
Akun buku besar yang digunakan dalam sistem pemberian kredit 
adalah piutang, pendapatan bunga, pendapatan provisi kredit, 
pendapatan admiministrasi dan kas. 
2. Jurnal Kas Masuk 
Jurnal ini digunakan untuk mencatat penerimaan uang angsuran dan 
mencatat pendapatan administrasi, pendapatan provisi, dan biaya 
materai yang dibebankan kepada calon nasabah baru. 
3. Jurnal Kas Keluar 
Digunakan untuk mencatat jumlah pinjaman yang diberikan kepada 
nasabah baru yang menerima pencairan kredit. 
4. Buku Kredit 
Buku  ini berisi nama seluruh nasabah baru yang mengambil kredit 
beserta jumlah kredit yang diambil. 
5. Buku Pembantu Angsuran Kredit 
Berisi jumlah angsuran yang telah dilakukan oleh nasabah. 
6. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Kas 
Buku ini digunakan untuk mencatat data sehubungan dengan 
pengeluaran kredit. 
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7. Buku Register Permohonan Kredit 
Buku ini digunakan untuk mencatat setiap nasabah yang mengajukan 
permohonan kredit dan bila diterima maka bagian sesksi pelayanan 
mencatat kedalam via komputer. 
 
 
 
 
 
e. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit 
nasabah baru adalah sebagai berikut: 
1. Prosedur Permohonan Kredit 
a)   Nasabah datang dengan membawa dokumen syarat (seperti yang 
telah disebutkan di halaman 28) beserta barang atau sertifikat 
yang akan digunakan sebagai jaminan atas kredit 
b)   Seksi pelayanan kredit menyerahkan SPK kepada calon nasabah 
baru untuk diisi, selain itu seksi pelayanan kredit juga melakukan 
wawancara dengan calon nasabah baru. 
c)   Setelah SPK selesai diisi, seksi pelayanan kredit menerima barang 
jaminan dari calon nasabah kemudian mengisi TTB dan BRPK. 
d)   TTB, dokumen syarat, SPK, dan barang jaminan diserahkan 
kepada taksasi. 
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2. Prosedur Analisis Kredit 
a)   Bagian taksasi datang ke rumah nasabah baru utuk melakukan 
peninjauan jaminan berdasarkan atas SPK dan TTB. 
b)   Bagian taksasi membuat laporan pemeriksaan kredit: jumlah 
barang jaminan, nilai kredit, dan nilai taksiran. 
c)   Bagian taksasi melengkapi SPK dengan jumlah kredit yang dapat 
dicairkan. 
d)   Bagian taksasi meminta persetujuan SPK ke direksi dengan 
melampirkan LPK, dokumen syarat dan TTB. 
e)   Setelah SPK disetujui, semua dokumen diserahkan ke seksi 
pelayanan kredit. Untuk barang jaminan yang berupa gadai, 
barang jaminan tersebut diserahkan ke gudang. 
3. Prosedur Pencairan Dana 
a)   Dengan berdasar atas SPK dan LPK yang telah diotorisasi oleh 
direksi, seksi pelayanan kredit membuat dokumen perjanjian 
berupa: PHP, PPHB, SPH & SKM, dan menyiapkan formulir 
berupa: BPBK, BKK, BKM, dan TTUP yang kemudian 
dibukukan pada buku kredit. 
b)   Setelah semua perjanjian kredit diotorisasi nasabah, semua bukti 
kredit diserahkan ke direksi. Direksi mengotorisasi semua 
dokumen perjanjian dan formulir BPBK, BKK, TTUP dan BKM. 
Untuk SPH & SKM dilagalisasi oleh notaris. Semua dokumen 
diserahkan ke kasir. 
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c)   Setelah kasir menerima TTUP, BKK, BKM, BPBK, PPH, SPH & 
SKM, dan PHP yang telah diotorisasi serta dokumen lainnya 
(SPK, dokumen syarat, TTB, Laporan Pemeriksaan Kredit (LPK), 
dan Surat Keterangan), kasir memvalidasi TTUP dan 
menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan BKK dan menerima 
uang sebesar BKM dan BPBK. 
SPH & SKM lembar 2 diserahkan notaris. SPH & SKM lembar 1, 
PHP lembar 1, PPHB lembar 1, dan bukti kredit lain diserahkan 
keseksi pelayanan kredit. SPH & SKM lembar 3, PHP lembar 2, 
PPHB lembar 2, dan TTUP diserahkan pada nasabah. BKK, 
BPBK, dan BKM diserahkan ke bagian akuntansi. 
d)   Bagian Akuntansi menerima BKK, BKM, dan BPBK dari bagian 
akuntansi, kemudian mencatat ke dalam Jurnal Kas Masuk dan 
Jurnal Kas Keluar kemudian mem-posting dokumen tersebut ke 
Buku Besar serta menyimpan dokumen tersebut sebagai arsip. 
4. Prosedur Pembayaran Angsuran 
a)   Nasabah datang membawa PHP dan menyerahkan kepada seksi  
pelayanan kredit. 
b)   Seksi pelayanan kredit menerima dan meneliti PHP yang 
diterima, kemudian menghitung bunga dan angsuran. Seksi 
pelayanan kredit membuat BKM dan mencatat angsuran ke buku 
pembantu angsuran kredit. Otorisasi direksi dan selanjutnya 
menyerahkan BKM dan PHP ke kasir. 
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c)   Kasir menerima dan meneliti bukti kredit dari seksi pelayanan 
kredit, kemudian menerima uang sebesar BKM yang sudah 
diotorisasi. Menyerahkan BKM ke bagian akuntansi dan 
menyerahkan PHP yang sudah diberi paraf dan cap kepada 
nasabah. 
d)   Setelah bagian akuntansi menerima BKM kemudian mencatat ke 
dalam jurnal kas masuk dan mem-posting ke dalam buku besar 
dan menyimpan dokumen tersebut sebagai arsip. 
f.  Unsur Sistem Pengendalian Intern 
Unsur sistem pengendalian intern dalm PT. BPR Sukadana adalah 
sebagai berikut ini. 
1. Struktur Organisasi yang Memisahkan Fungsi dan Tanggung Jawab 
Secara Tegas 
Dalam PT. BPR Sukadana telah dilakukan pemisahan fungsi, 
yaitu: fungsi permohonan kredit pada seksi pelayanan kredit, fungsi 
analisis kredit pada bagian taksasi, fungsi otorisasi kredit pada 
direksi, fungsi pencairan kredit pada bagian kasir, fungsi pencatat 
pada bagian akuntansi. Pemisahan ini menunjukan bahwa tidak ada 
bagian yang melakukan transaksi pemberian kredit dari awal sampai 
akhir. 
2. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan 
Perlindungan yang Cukup Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan, 
dan Biaya 
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Dalam setiap organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas 
dasar otorisasi dari pejabat yang berwenang untuk menyetujui 
terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu,  dalam organisasi harus 
dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi 
atas terlaksananya setiap transaksi. Dalam melaksanakan transaksi 
pemberian kredit sistem otorisasi dan prosedur pencatatan  pada PT. 
BPR Sukadana adalah sebagai berikut: 
a) Otorisasi pada SPK oleh direksi PT. BPR Sukadana setelah bagian 
taksasi melakukan penelitian kelayakan kredit. 
b) Otorisasi terhadap dokumen perjanjian kredit, BPBK, BKM, dan 
BKK oleh direksi PT. BPR Sukadana. 
c) Otorisasi terhadap dokumen TTUP oleh seksi pelayanan kredit. 
d) Pencatat pengeluaran kas dan penerimaan kas oleh bagian 
akuntansi ke dalam jurnal kas masuk dan jurnal kas keluar serta 
posting ke buku besar berdasarkan pada dokumen yang telah 
diotorisasi. 
Sistem otorisasi seperti di sebutkan akan menjamin  
dihasilkannya dokumen yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi  
masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. Prosedur  
pencatatan yang baik akan menghasilkan informasi yang teliti dan  
dapat dipercaya mengenai kekayaan, utang, pendapatan dan biaya 
suatu organisasi. 
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3. Praktek yang Sehat Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap 
Unit Organisasi 
Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang 
serta prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana 
dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik 
yang sehat dalam pelaksanaannya. 
Cara-cara yang umum ditempuh oleh perusahaan dalam 
menciptakan praktik yang sehat sebagai berikut ini: 
a)   Adanya satuan pengawas intern yang bertugas membantu direksi 
dalam bidang pengawasan dan penilaian kinerja BPR secara 
berkala. Dengan adanya satuan pengawas intern akan menjamin 
efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian intern sehingga 
perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi akan 
terjamin ketelitian dan keandalannya. 
b)    Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 
oleh satu orang atau oleh satu unit organisasi tanpa ada campur 
tangan dari orang atau unit organisasi lain. Dalam seluruh  
transaksi pemberian kredit pada PT. BPR Sukadana baik dari 
awal permohonan kredit hingga saat pembayaran angsuran kredit 
tidak dilakukan satu unit saja, melainkan beberapa unit yang 
sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab dalam transaksi 
pemberian kredit tersebut. 
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c)    Pemeriksaan mendadak yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan 
terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal 
yang tidak teratur. Jika dalam suatu organisasi dilaksanakan 
pemeriksaan mendadak terhadap kegiatan-kegiatan pokok, hal ini 
akan mendorong karyawan akan melakukan tugasnya dengan 
aturan yang telah ditetapkan pada organisasi tersebut. 
Pemeriksaan pada PT. BPR Suakadana terutama pada bagian 
kasir dilakukan pencocokan jumlah uang yang tercantum dalam 
laporan dalam laporan keuangan dengan yang ada di bagian kasir, 
pemeriksaan ini biasa dilakukan oleh BI. 
d)  Adanya pencatatan baik berupa tulisan dan kedalam sistem 
komputerisasi oleh seksi pelayanan kredit. 
e)  Pencocokan secara berkala terhadap fisik kekayaan dan 
pencatatannya. 
4. Karyawan yang Jujur dan Ahli dalam Bidangnya dan Sesuai dengan  
Tanggung Jawabnya Merupakan Unsur Terpenting Dalam 
Pengendalian Intern 
Bagaimana pun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan 
prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk 
mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada 
manusia yang melaksanakannya. Diantara 4 unsur pokok 
pengendalian intern tersebut, unsur mutu karyawan merupakan unsur 
pengendalian intern yang paling penting. Namun, jika dilaksankan 
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oleh karyawan yang tidak kompeten dan tidak jujur, 4 tujuan sistem 
pengendalian intern tidak akan tercapai. cara yang dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
a) Adanya seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan keahlian 
yang sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya 
b) Adanya pengembangan mutu karyawan yang diwujudkan dengan 
adanya program pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. 
Namun karyawan yang kompeten dan jujur tidak cukup menjadi 
satu- satunya unsur sistem pengendalian intern untuk menjamin 
tercapainya  tujuan sistem pengendalian intern. Manusia mempunyai 
kelemahan,  seperti misalnya sifat bosan, tidak puas, memiliki 
masalah pribadi yang  mengganggu pelaksanaan tugasnya  pada PT. 
BPR Sukadana atau tujuan pribadinya berubah  sehingga bertentangan 
dengan tujuan perusahaan. 
g. Bagan Alir (flowchart) 
Bagan alir sistem pemberian kredit yang ada pada PT. BPR 
Sukadana digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2.1Bagan Alir Dokumen PT. BPR Sukadana 
Prosedur Permohonan Kredit 
Taksasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 Bagan Alir Dokumen PT. BPR Sukadana 
Prosedur Analisis Kredit 
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Gambar 2.2 Bagan Alir Dokumen PT. BPR Sukadana 
Prosedur Analisis Kredit (Lanjutan) 
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Gambar 2.3 Bagan Alir Dokumen PT. BPR Sukadana 
Prosedur Pencairan Kredit 
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Gambar 2.3 Bagan Alir Dokumen PT. BPR Sukadana 
Prosedur Pencairan Kredit (Lanjutan) 
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Gambar 2.3 Bagan Alir Dokumen PT. BPR Sukadana 
Prosedur Pencairan Kredit (Lanjutan) 
Kasir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.3 Bagan Alir Dokumen PT. BPR Sukadana 
Prosedur Pencairan Kredit (Lanjutan) 
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Gambar 2.3 Bagan Alir Dokumen PT. BPR Sukadana 
Prosedur Pencairan Kredit (Lanjutan) 
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Seksi Pelayanan Kredit 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Gambar 2.4 Bagan Alir Dokumen PT. BPR Sukadana 
Prosedur Pembayaran Angsuran 
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Gambar 2.4 Bagan Alir Dokumen PT. BPR Sukadana 
Prosedur Pembayaran Angsuran (Lanjutan) 
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Gambar 2.4 Bagan Alir Dokumen PT. BPR Sukadana 
Prosedur Pembayaran Angsuran (Lanjutan) 
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Gambar 2.4 Bagan Alir Dokumen PT. BPR Sukadana 
Prosedur Pembayaran Angsuran (Lanjutan) 
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Bagian yang terkait dalam sistem pemberian kredit bagi nasabah 
baru pada PT. BPR Sukadana Surakarta sudah menunjukkan adanya 
pemisahan fungsi yang tegas antar bagian dan sudah membuktikan 
bahwa pada tiap bagian tidak melakukan transaksi pemberian kredit 
mulai dari awal sampai akhir sendiri tetapi oleh beberapa fungsi 
bagian. 
b. Evaluasi Terhadap Dokumen 
Dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit bagi 
nasabah baru pada PT. BPR Sukadana sudah cukup untuk merekam 
data transaksi, tetapi hanya belum bernomor urut tercetak. Hal ini akan 
menyulitkan dalam penelusuran dokumen. 
c. Evaluasi Terhadap Catatan Akuntansi 
Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem pemberian 
kredit bagi nasabah baru pada PT. BPR Sukadana sudah cukup baik. 
Hal ini dapat dilihat dari catatan yang digunakan dalam sistem 
pemberian kredit yang berupa: Buku Besar, Jurnal Kas Masuk, Jurnal 
Kas Keluar, Buku Kredit, Buku Pembantu Angsuran Kredit, dan Buku 
Rekapitulasi Pengeluaran Kas, Buku Register Permohonan Kredit 
d. Evaluasi Terhadap Jaringan Prosedur Yang Membentuk Sistem 
Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit 
bagi nasabah baru pada PT. BPR Sukadana sudah cukup baik. Dapat 
dilihat dari jaringan prosedur yang membentuk sistem terdiri dari: 
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prosedur pemberian kredit, prosedur analisis kredit, prosedur pencairan 
kredit, dan prosedur pembayaran angsuran. 
e. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern 
Sistem Pengendalian Intern PT. BPR Sukadana dalam Sistem 
Pemberian Kredit cukup memadai, yaitu: 
1) Struktur organisasi yang memisahkan fungsi dan tanggung jawab 
fungsional secara tegas pada PT. BPR Sukadana sudah cukup 
memadai untuk memenuhi syarat dikatakan sebagai sistem 
pengendalian intern yang baik yang didalamnya telah terdapat 
pemisahan fungsi pokok berikut ini: fungsi permohonan kredit pada 
seksi pelayanan kredit, fungsi analisis kredit pada bagian taksasi, 
fungsi otorisasi kredit pada direksi, fungsi pencairan kredit pada 
bagian kasir, fungsi pencatat pada bagian akuntansi. 
2) Unsur Sistem Pengendalian Intern pemberian kredit dalam menjaga 
kekayaan, utang, biaya dan pendapatan dilaksanakan atas dasar 
sistem otorisasi dan setiap pencatatan transaksi yang didasarkan 
pada bukti-bukti yang diproses melalui sistem otorisasi dapat 
dilihat dari adanya otorisasi pejabat yang berwenang dalam proses 
pemberian kredit.  
3) Praktek yang sehat dilihat dari segi dokumen, maka dapat di 
simpulkan bahwa belum memenuhi syarat pengendalian intern 
yang baik, karena terdapat formulir yang tidak terdapat nomor 
tercetak yaitu BPBK, TTUP, BKM dan BKK. Selain itu, terdapat 
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pemeriksaan mendadak oleh auditor intern maupun auditor ekstern 
terhadap laporan keuangan PT. BPR Sukadana  dan proses 
pemberian serta pencairan kredit terhadap nasabah baru akan 
memompa kinerja PT. BPR Sukadana menjadi lebih baik. 
4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 
Pejabat yang berada pada PT. BPR Sukadana sudah mempunyai 
latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kriteia perusahaan 
dan tanggung jawab yang diberikan. Perekrutan karyawan baru 
yang diterima harus melalui hasil seleksi dengan latar belakang 
pendidikan yang telah ditetapkan dan proses seleksi yang 
menghasilkan karyawan yang jujur dan kompeten di bidangnya. 
Dengan adanya seleksi seperti itu, maka kualitas karyawan pada 
PT. BPR Sukadana Surakarta sangat jujur, kompeten dan mampu 
menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang dapat 
diandalkan. Karyawan yang baik dan jujur serta ahli di bidang yang 
menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaan 
dengan efisien dan efektif. 
 
 
 
 
 
BAB III 
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TEMUAN 
 
Setelah memperoleh informasi pada PT. BPR Sukadana tentang fungsi yang 
terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi yang digunakan, jaringan 
prosedur yang membentuk sistem, dan unsur sistem pengendalian intern, penulis 
menemukan kelebihan dan kelemahan dalam PT. BPR Sukadana. Beberapa 
kelebihan dan kelemahan adalah sebagai berikut ini. 
A. Kelebihan 
1. Fungsi yang terkait pada PT. BPR Sukadana sudah terdapat pemisahan 
fungsi tegas untuk permohonan kredit. Fungsi yang dipisah antara lain: seksi 
pelayanan kredit, taksasi, direktur, kasir, dan bagian akuntansi. 
2. Dokumen yang digunakan telah dicek dan diotorisasi langsung oleh bagian 
yang berwenang dalam PT. BPR Sukadana dan sudah cukup untuk merekam 
terjadinya transaksi pemberian kredit. 
3. Catatan akuntansi yang digunakan PT. BPR Sukadana sudah cukup 
memberikan informasi tentang pemberian kredit. Sudah menggunakan 
pencatatan via komputer yang dilakukan oleh seksi pelayanan kredit. 
4. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pada PT. BPR Sukadana  yang 
telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik oleh bagian yang 
bersangkutan. 
 
5. Unsur sistem pengendalian intern 
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a. Struktur organisasi yang memisahkan tentang tanggung jawab secara 
tegas pada PT. BPR Sukadana telah menunjukan pemisahan tanggung 
jawab fungsional secara tegas dan setiap fungsi tidak diberi tanggung 
jawab penuh melaksanakan semua tahap transaksi pemberian kredit. 
b. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada PT. BPR Sukadana dalam 
terlaksananya setiap transaksi harus meminta kepada pihak yang lebih 
berwenang, karena dalam proses pemberian kredit dokumen tersebut 
membutuhkan pihak yang menyetujui terjadinya suatu transaksi 
perusahaan dan pencatatannya berdasarkan bukti yang diotorisasi pejabat 
yang berwenang. Hal tersebut dapat menunjukan bahwa PT. BPR 
Sukadana dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan telah berjalan 
sesuai dengan seharusnya.  
c. Praktik yang sehat sudah dijalankan, karena terdapat auditor internal 
yang melakukan pengecekan mendadak dengan mengecek kesesuaian 
antara dokumen sumber dan dokumen pendukung serta terdapat juga 
Satuan Pengawas Intern yang membantu direksi dalam bidang 
pengawasan dan penilaian kinerja BPR secara berkala. 
d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Karyawan yang 
kompeten dan dapat dipercaya mempengaruhi suksesnya suatu sistem 
pengendalian intern. Pada PT. BPR Sukadana, karena itu pihak PT. BPR 
Sukadana terdapat seleksi terlebih dahulu terhadap calon karyawan 
berdasarkan keahlian yang sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung 
jawabnya. 
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B. Kelemahan 
Sedangkan kelemahan-kelemahan dokumen pada PT. BPR Sukadana adalah 
sebagai berikut ini. 
1. Pada dokumen pengeluaran kas, penerimaan kas, tanda terima uang 
pinjaman, dan bukti penerimaan biaya kredit tidak terdapat nomor urut 
tercetak, sehingga akan menyulitkan pengidentifikasian ulang bagi pihak 
pemakainya. 
2. Tidak terdapat perputaran jabatan (job rotation) pada semua bagian 
terutama pada bagian kasir. Hal ini dikhawatirkan independensi karyawan 
pada setiap bagian kurang terjaga. 
3. Dalam PT. BPR Sukadana pencatatan paling dominan masih menggunakan 
formulir tertulis dan belum ada formulir elektronik, selain itu komputerisasi 
di sini hanya sebagai data base pencocokan semua kegiatan transaksi 
pemberian kredit oleh seksi pelayanan kredit. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
PENUTUP 
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A. Kesimpulan 
Sistem pemberian kredit pada PT. BPR Sukadana sudah baik dalam hal 
penyediaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sistem pemberian kredit 
dan dokumen tersebut juga sudah mendapat otorisasi dari pihak-pihak yang  
berwenang. Dalam hal ini pihak yang paling berwenang adalah direksi PT. 
BPR Sukadana, karena pada tiap bagian harus meminta persetujuan atau 
otorisasi kepada direksi dalam proses pencairan kredit. Akan tetapi kurangnya 
pemberian nomor dokumen dapat menghambat kinerja dalam pencocokan data 
akuntansi yang diperoleh. Prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Sukadana 
sudah cukup baik dan terdapat unsur pengendalian internnya, hal ini dapat 
dilihat dari adanya pemisahan fungsi pada tiap bagian sehingga tidak ada 
bagian yang melakukan transaksi pemberian kredit dari awal sampai akhir. 
B. Saran  
Pada akhir penulisan tugas akhir ini penulis memberikan saran-saran pada 
BPR Sukadana untuk mencapai sistem kredit yang lebih baik lagi. Adapun 
saran-saran tersebut adalah sebagai berikut ini. 
a. Sebaiknya dokumen Bukti Penerimaan Biaya Kredit (BPBK), Tanda 
Terima Uang Pinjaman (TTUP), Bukti Kas Masuk (BKM), dan Bukti Kas 
Keluar (BKK) dicantumkan nomor tercetak untuk memudahkan 
pengidentifikasian. 
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b. Perlunya diadakan perputaran jabatan (job rotation) untuk semua bagian, 
sehingga karyawan tidak merasa jenuh dan untuk menghindari segala 
bentuk kecurangan yang dapat dilakukan oleh karyawan. 
c. Selektif memilih calon debitur dengan berdasarkan atas prinsip 5c atau 6c 
dan penilaian kredit yang mempertimbangkan kelayakan kredit. Dalam 
mengukur penilaian kelayakan kredit meliputi: aspek yuridis, aspek 
pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial 
ekonomi, dan aspek amdal yang bertujuan untuk menghindari kredit macet 
yang dikarenakan debitur tidak mampu melunasi hutang atas peminjaman 
kredit. 
d. Sebaiknya menggunakan formulir elektronik dengan sistem komputerisasi 
yang bertujuan untuk mempercepat proses transaksi pemberian kredit. 
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